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WALIKOTA U

DENGAN RAHMATTUHAN G MAHA trSA

WALIKOTA P ARU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keten Pasal 331 dan Pasal 4O2 ayat

23 Tahun 2074 tentang(21 Undang-Undang N

Pemerintahan Daerah seb telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Und g-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja, D dapat mendirikan Badan Usaha

Perusahaan Umum Daerah dan

Lerah, dan Badan Usaha Milik
taling lama 3 (tiga) tahun wajib

disesuaikan;

b. bahwa untuk kepastian h

Perusahaan Daerah Air

Peraturan Daerah Nomor

dan untuk keberlangsungan

um Kota Pekanbaru, maka

2 Tahun 1997 tentang Pendirian

Perusahaan Daerah Air Mir{um Kotamadya Dati II Pekanbaru

perlu ditinjau kembali dan $isesuaikan;
bahwa berdasarkan p.rtirfrUrrrgrn sebagaimana dimaksud

da-lam huruf . durr huruf] b, perlu menetapkan Peraturarr

Daerale tentang Perusahaaf Umum Daerah Air Minum Tirta

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MINUM TIRTA SI,AK

PROVINSI RlU

PERATURAN DAERAH TOJE PBTANEARU

NOMOR 8 rAHU+ 2021

YAN

Milik Daerah terdiri atas

Perusahaan Perseroan Da

Daerah yang sudah ada !

r

c.

Siak;

Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Un

Indonesia Tahun 1945;

-Undang Dasar Negara Republik



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah

Propinsi Sumatera Ten (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 No r 19)

233. Undang-Undang Nomor Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah baran Negara Republik Indonesia

, Tambahaa Lembaran Negara

5587), sebagaimana telah diubah
Tahun 2014 Nomor 24

Republik Indonesia Nomor

beberapa kali terakhir de Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lrmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber

Daya Air (Lembaran Negart

Nomor 120, Tambahan Len

Nomor 6405);

5. Peraturan Pemerintah Nr

Pengelolaan Sumber DaYa

Indonesia Tahun 2008 N

Negara Republik Indonesia

Usaha Milik Daerah (Lem

Tahun 2017 Nomor 301

Republik Indonesia Nomor

I Republik Indonesia Tahun 2019

pbaran Negara Republik Indonesia

6mor 42 Tahun 2008 tentang

Air (Lembaran Negara RePublik

fomor 
82, Tambahan Lembaran

Nomor 4858);

baran Negara Republik Indonesia

[, 
Tambahan Lembaran Negara

61731;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Tahln 201a Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara RePub Indonesia Nomor 5533);

mor 121 Tahum 2015 tentang7. Peraluran Pemerintah N

Pengusahaan Sumber D

Indonesia Tahun 2015

Air (Lembaran Negara RePublik

mor 344, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indone Nomor 5801);

mor 122 Tahun8. Peraturan Pemerintah N 2015 tentang

Sistem Penyediaan Air um (Lembaran Negara RePublik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Peraturan Pemerintah Nornor 54 Tahun 2O17 tentang Badan9
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10. Peraturan Pemerintah Nom

Pelayanan Minimal (Lemb

Tahun 2018 Nomor 2, Tam'

Indonesia Nomor 6178);

1 1. Peraturan Pemerintah Nt

Pengelolaan Keuangan Da,

Indonesia Tahun 2019 N

Negara Republik Indonesia

or 2 Tahun 2O18 tentang Standar

lran Negara Republik Indonesia

["hrr, L"*trran Negara Republik

bmor 12 Tahun 2019 tentang

frah 
(Lembaran Negara Republik

lomor 42, Tambahan kmbaran
Nomor 6322);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKIL,AN **::r^l

WALIKOTA PEKAI]

Bersama

)RAH KOTA PEKANBARU

'IBARU

MEMUTUSK4

BAB I
KETENTUAN U.MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud

1. Daerah ada]ah Kota Pekanbaru'

2. Pemerintah Daerah ada-lah Pemerintah D,[erah Kota Pekanbam.

3. Walikota adalah walikota Pekanbaru

4. Dewan Perwakilal Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disiagkat BUMD adaiah

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar moda-lnya dimiliki oleh

Daerah

6 Perusahaan Umum Daerah Yang sel utnya disingkat Perumda adalah

BUMD yang seluruh moda-1nYa dim Daerah dan tidak terbagi atas

\N

3

saham.

an

Menetapkan: PERATURAN DAERAH T{NTANG PERUSAHAAN UMUM

DAERAH AIR MINUM TIRTA $tAK.

dengan:



7. Air Minum adalah air yang melalui pros,

pengolahan yang melalui sYarat kesehatJ

8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum 
I

Perumda Air Minum Tirta Siak aaahl 
]

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yal

Minum.

9. Tata Keloia perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang

mengarahkan dan mengendalikan perusahaal agar menghasilkan

kemanfaatan ekonomi yang berkesir

hubungan antara pemangku kekuasaan.

10. Dewan Pengawas adalah organ Perum

bertugas melakukan pengawasan dan me

dalam menjalankan kegiatan pengumsan

;ambungan dan keseimbangan

11. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Siak yang

bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta siak untuk

kepentingan dan tujuan Perumda Air {inum Tirta Sia-k serta mewakili

Perumda Air Minum Tirta Siak baik di maupun diluar pengadilan

sesuai dengan ketentuan arggararl das

12. Pegawai adalah pekerja Perumda Siak yang

kewajiban

Ketentuan
pengangkatan, pemberhentian, ke dukan, hak dan

ditetapkan berdasarkan perjanjian rja sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undalgan yang mengatur mengenan

ketenagakerjaan.

13. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesdpakatan dengan perusahaan yang

memuat antara lain janji atau pemyata

anggota Direksi untuk memenuhi target

anggota Dewan Pengawas atau

g ditetapkan oleh KPM.

14. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang s

proses untuk menentukan kelayakan

utnya disingkat UKK adalah

dan kepatutan seseoralg untuk

menjabat sebagai anggota Dewan atau anggota Direksi Perumda

Air Minum Tirta Siak

15. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan

keahlian untuk melakukan proses perflaian, mempunyai lisensi atau

sertifikasi apabila dipersyaratkan tuk menjalankal ProfesinYa,

mempunyai reputasi baik, untuk proses penilaian terhadaP

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi

es pengolahan atau tanPa Proses

r dan dapat langsung diminum.

rta Siak yang selanjutnya disebut

Perusahaan Umum Daerah Milik

ng bergerak dibidang usaha Air

laa 
* Minum Tirta Siak yang

f 

mberikan nasehat kepada Direksi

Pemmda Air Minum Tirta Siak.

Minum Tirta

4

Perumda Air Minum Tirta Siakyang dite kan oleh Walikota.



6.1 Pan1tia Se eks adalah panltia vang

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas

sampai pengangkatan oleh KPM.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja D

adalah rencana keuangan tahunan

dan disetujui bersama oleh Pemerin

BAB II
NAMA DAN TEMPAT

Pasal 2

(1) Perumda ini bernama Perusahaan Um

Kota Pekanbaru atau disingkat dengan

Siak.

(2) Perumda Air Minum Tirta Siak seba

berkedudukan dan berkantor pusat di

MAKSUD DAN

Maksud pendirian Perusahaan Umum D

Pekanbaru untuk menjamin Pemenu

mendorong pertumbuhan ekonomi, men

Pendapatan Asli Daerah guna mewuj

masyarakat.

Ttrjuan Perumda Air Minum Tirta Siak ad

a. memberikan manfaat bagi perkemb

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum

Daerah berupa penyediaar dan Pel

persyaratan kesehatan bagi pemenuh

kondisi, karakteristik, dan potensi

perusahaan yang baik;dan

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB

entuk untuk melakukan seleksi

an Bakal Calon anggota Direksi

ah, selanjutnya disingkat APBD

erintahan Daerah yang dibahas

Daerah dan Dewaa Perwakilan

raturan Daerah

KEDUDUKAN

m Daerah Air Minum Tirta Siak

nama Perumda Air Minum Tirta

mana dimatsud pada ayat (1),

Pekanbaru Provinsi Riau

JUAN

rah Air Minum Tirta Siak Kota

dan meningkatkan potensi

peningkatan kesejahteraan

perekonomian Daerah;

agi perkembalgan Perekonomian

air minum yang memPunYai

hajat hidup masyarakat sesuai

aerah berdasarkan tata kelola

Pasa.l

Pasal 4

5

Ralcyat Daerah, dan ditetapkan dengan

hak rakyat atas air minum,



KEGIATAN

Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Siak berger

dan pengembangan produknya.

JANGI{A

Perumda Air Minum Tirta Siak ini
terbatas.

BAB VI

PEMBENTUKAN DAN

Bagian Kesa

Pendirian

Pasal 7

(1) Perumda Air Minum Tirta Siak dalam

didirikan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Perumda Air Minum Tirta Siak sebag

menrpakan BUMD yang seluruh

tidak terbagi atas saham.

Bagian Ked

Anggaran D

Pasal 8

Anggaran Dasar Perumda Air Minum Tirta S

f. tugas dal wewenalg Dewan Pengawas

g. penggunaan laba.

a. Nama dan tempat kedudukan;

b. maksud dan tujuan;

c. kegiatan usaha;

d. jangka waktu pendirian;

e. besarnya modal dasar dan modal disetor;

BAB TV

Pasal 6

di bidang usaha air mimrm

untuk jangka waktu tidak

IRIAN

rda ini merupakan BUMD yang

dimaksud pada ayat (1),

dimiliki Pemerintah Daerah dan

ar

dan

Direksi;dan

6

BAB V

terdiri atas:



Tlrgas dan

(1) Tugas pokok Perumda yaitu:

a. mela,ksanakan pelayanan umum

yang berkualitas untuk memenuhi

b. melakukan pengembangan tugas-

peluang untuk meningkatkan kine{a
(2) Fungsi Perumda yaitu:

a. melakukan perenc€rnaan pem

dalam penyediaan air minum yang be

b. melakukan pengelolaan air minum;

c. pelaksanaan dan pengembangan

minum;dan

d. mengendalikan keamanan dan ke

yang bermutu.

Pasal 10

(1) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta

a. modal dasar;dan

b. modal disetor.

(2) Modal dasar sebagaimana dimaksud

Rp. 155.731.276.1OO,- (seratus lima

puluh satu juta dua ratus tujuh

sebagaimana hasil audit BPKP tahun 20

(3) Modal disetor sebagaimana dimaksud

a. penyertaan modal Pemerinta-h Daerah;

b. pinjaman Pemerintah Daerah;

c. hibah;dan

d. sumber modal lainnya.

Bagian ke

Pasal 9

BAB VII

MODAL

Bagian Kesa

Sumber M

bidaag penyediaan air minum

at hidup masyarakat; dan

lain yang dapat meningkatkan

rumda.

, pemeliharaan dan pengawasan

kualitas;

asama dalam penyediaan air

ban dalam penyediaan air minum

Siak, terdiri atas:

ada ayat (1) huruf a, sebesar

lima miliar tujuh ratus tiga

enam ribu seratus rupiah)

9

ayat ( 1) huruf b, terdiri atas:

7



(4) Penyertaan moda-l Pemerintah Daerah

(3) huruf a, dapat bersumber dari:

a. APBD;dan/atau

b. konversi dari pinjaman.

(5) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada

dari:

a. Pemerintah Daerah;

b. BUMD lainnya;dan / atau

c. sumber lainnya sesuai

Undangan.

dengan

(6) Hibah sebagaimana dima-ksud pada ayat

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah;

c. BUMD lainnya;dan/ atau

d. sumber lainnya sesuai dengan

Undangan.

(7) Sumber modal lainnya sebagaimana

meliputi:

a. kapitalisasi cadangan; dan

b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 11

Modal Perumda Air Minum Tirta Siak yang

Daerah merupakan batas pertanggungjawa

Air Minum Tirta Siak.

Bagian Ked

Penyertaan Modal

Pasal 12

(1) Penyertaan modal Daerah dilakukan un

a. pendirian Perumda Air Minum Tirta

b. penambahan modal Perumda Air

(2) Penyertaan modal Daerah dalarn rangka

dimaksud pada ayat (1) huruf b, di1

a. pengembangan usaha;

b. penguatan struktur permodalan;dal

c. penugasan Pemerintah Daerah.

bagaimana dimaksud pada ayat

t (3) huruf b, dapat bersumber

tentuan Peraturan Perundang-

3) hurrf c, dapat bersumber dari:

tentuan Peraturan Perundang-

sud pada ayat (3) huruf d,

ber dari penyertaan modal

Daerah atas kerugian Perumda

Daerah

iak;dan

Tirta Siak;

penambahan modal sebagaimana

8

untuk:



(3) Penyertaal moda-1 Daerah se

berupa uang dan barang milik Daerah.

(4) Barang milik Daerah sebagaimana di

nilai riii pada saat barang milik D

Daerah.

(5) Nilai riil sebagaimana dimaksud p

melakukan penafsiran harga barang

Peraturan Perundang-Undangan.

(6) Penyertaan moda-1 Daerah sebagaimana

dengan Peraturan Daerah,

(7) Penyertaan modal Daerah untuk p

dima-ksud pada ayat (2), dilalsanakan s

oleh Pemerintah Daerah dan tersed

Minum Tirta Siak

(1) Penyertaan modal Daerah dalam r
Tirta Siak ditujukan untuk memenuhi m

(2) Penyertaan modal Daerah untuk m
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan se

Perundang-Undangan yang mengatur

daerah.

(3) Modal disetor sebagaimana dimaksud

2 (dua) tahun sejak berdiri.

Bagian Keti

Perubahan Penyertaan

Pasal 14

Penambahan modal Daerah dan p
sesuai dengan Ketentuan Peraturan

mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 13

dimaksud pada ayat (1), dapat

ud pada ayat (3), dinilai sesuai

ah dijadikan penyertaan modal

a ayat (4), diperoleh dengan

daerah sesuai dengan Ketentuan

aksud pada ayat (1), ditetapkan

nambahan modal sebagaimana

elah dilakukan analisis investasi

a rencana bisnis Pemmda Air

pendirian Perumda Air Minum

dal dasar dan modal disetor

modal dasar sebagaimana

ai dengan Ketentuan Peraturan

nai pengelolaan keuangan

ayat (1) dipenuhi paling lambat

odal Daerah

modal Daerah dilaksanakan

dang-Undangan yang mengatur

9



Bagian Keem

Pinjaman

Pasal 15

(1) Perumda Air Minum Tirta Siak dapat

kelaziman dalam dunia usaha.

(2) Ketentuan mengenai penerimaan pinj

ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan

Undangan.

Bagian

Hibah

Pasa-l 16

(1) Perumda Air Minum Tirta Siak dapat

(2) Ketentuan mengenai penerimaal hibah

(1), dilaksanakan sesuai dengan

Undangan.

Bagian Kee

Sumber Moda-1

dan keuntungan reva.luasi asset diputu

adalah:

a. KPM mempunyai kewenangan d

Perumda.

b. Kewenangan pengambilan ke

huruf a dapat dilimpahkan kepada

c. Pelimpahan wewen€rng dimaksud

1. perubahan anggaran dasar;

2. pengalihan asset tetap;

3. kerjasama;

4. investasi dan pembiaYaan

pembentukan anak perusahaan;

5. penyertaan modal pemda bersum

keuntungan evaluasi aset.

Pasal 17

(1) Dalam hal penyertaan modal bersumber

pinjaman sesuai dengan

sebagaimana dimaksud pada

ntuan Peraturan Perundang-

erima hlbah.

ebagaimana dimaksud pada ayat

tentuan Peraturan Perundang-

dari modal kapitalisasi cadangan

oleh KPM. Kewenangan KPM

sebagaimana dimaksud pada

abat daerah.

huruf b, antara lain:

uk penyertaan modal atau

er dari kapitalisasi cadangan dan

l0

pengambilan keputusan dalam



Pasal 19

Setiap orang dalam pengurusan Perumda

(2) Penyertaan modal yang bersumber

sebagaimna dimaksud pada ayat

Ketentuan Peraturan Perundang-Un

pengelolaan keuangan Daerah.

ORGAN PERUMDA

Pasal 1

(1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta

Air Minum Tirta Siak.

(2) Organ Perumda Air Minum Tirta Siak se

(1), terdiri atas:

A. KPM;

b. Dewan Pengawas; dan

c. Direksi.

memiliki hubungan keluarga sampai deraj

ke atas, ke bawah, atau ke samping te
karena perkawinan,

KPM, DEWAN PENGAUIAS, DIRE

KPM tidak bertanggung j awab atas

apabila dapat membuktikan:

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi

langsung;

b. tidak terlibat dalam perbuatan melaw

Perumda Air Minum Tirta Siak; dan/atau

c. tidak terlibat baik secara langs

menggunakan kekayaan Perumda Air Mi

hukum.

(1

BAB VIII

modal kapitalisasi cadangan

dilaksanakan sesuai dengan

yang mengatur mengenai

SIAK

diiakukan oleh organ Perumda

Air Minum Tirta Siak dilarang

t ketiga berdasarkan garis lurus
suk hubungan yang timbul

Perumda Air Minum Tirta Siak

baik langsung maupun tidak

hukum yang dilakukan oleh

g maupun tidak langsung

Tirta Sia-k secara melawan

a

Bagian Kesa

KPM

Pasal 20

ll

BAB IX

dimaksud pada ayat

DAN KEPEGAWAIAN



Pasal22

(1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM m

Pasal 21

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Di

pengembangan usaha Perumda Air
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat

a. rapat tahunan;

b. rapat persetujuan rencana kerja

Siak;dan

c. rapat luar biasa.

Walikota selaku penyelenggara Pemerin

(2) Penyerahan kepada Walikota seb

dilakukan untuk melaksanakan seleks

anggota Direksi yang masa jabatannya b

kekosongan jabatan.

Bagian Ked

Dewan Pe

Pasal 23

Anggota Dewan Pengawas diangkat oieh KP

Pasaf 24

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengaw

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada

tahapan uji kelayakan dan kepatutan

lembaga profesional.

(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada aya

tahapan:

a. seleksi administrasi;

b. UKK; dari

c. wawancara akhir.

(3) Penyerahaa sebagaimana dimaksud pa

pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

i melakukan rapat dalam

um Tirta Siak.

1), terdiri atas:

Perumda Air Minum Tirta

nyerahkan kewenangal kepada

Daerah.

dimaksud pada ayat (1),

anggota Dewan Pengawas dan

danlatau dalam hal terjadi

ayat (1), berakhir pada saat

AS

dilakukan melalui seleksi.

(1) pafing sedikit meliputi

yang dilakukan oleh trm atau

t2

(1), dapat juga dilakukan melalui



sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang

pengumsan Perumda Air Minum Tirt
jabatan kepada Walikota.

(5) Walikota melaporkan kekosongan jabat

ayat (41, kepada Menteri Dalam Negeri

(1) Walikota selaku penyelenggara

Perangkat Daerah yang membidalgi

Perumda Air Minum Tirta Siak untuk
anggota Dewan Pengawas yang masajab

jabatannya berakhir sebagaimana d

paling lambat 6 (enam) bulan sebel

Pengawas berakhir.

(3) Walikota melaporkan kekosongan jab

sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Jenderal Bina Keuangan Daerah palin

sejak laporan diterima oleh Wa-likota seb

Keualgan Daerah paling lama 15

kekosongan.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota D

harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemim

yang baik, dan dedikasi yang

mengembangkan perusahaan;

c. memahami penyelenggaraan Pemerintah

d. memahami manajemen perusahaan

fungsi manajemen;dan

e. menyediakan waktu yang cukup untuk

f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh)

kali;

h. tidak pernah dinyatakan pailit;

Pasal 25

Pasal 26

rintahan Daerah, menugaskan

embinaan terhadap pengurusan

melaporkan kekosongan jabatan

tannya berakhir.

ta Dewan Pengawas yang masa

ud pada ayat (1), dilakukari

masa jabatan anggota Dewan

anggota Dewal Pengawas

a Menteri mela-1ui Direktorat

lama 15 (1ima belas) hari kerja

mana dimaksud pada ayat (1).

dunia atau diberhentikan

bidangi pembinaan terhadap

Siak melaporkan kekosongan

sebagaimana dimaksud pada

elalui Direktorat Jenderal Bina

belas) hari kerja sejak terjadi

Pengawas yang bersangkutan

, pengalaman, jujur, perilaku

untuk memajukan dan

Daerah;

berkaital dengaa salah satu

elaksanakan tugasnya;

un pada saat mendaftar pertama

13

(2) Penyrrsunal kekosongan jabatan

(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas



tidak pernah menjadi anggota Di

dinyatakan bersalah menyebabkan b

pailit;

j. tidak sedang menjalani sanksi; dan

k. tidak sedang menjadi pengurus partai

calon wakil kepala daerah, daa/atau cal

(1) Panitia Seleksi berjumlah ganjii dan

a. Perangkat Daerah; dan

b. unsur independen dan/atau p

(2) Dalam ha-1 Perumda Air Minum Tirta

komite nominasi menjadi anggota Pani

pada ayat (1).

(3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud

a. menentukan jadwal waktu pelaks

b. melakukan penjaringan Bakal Calon

c. membentuk tim atau menunjuk lrmb
UKK;

d. menentukan formulasi penilaian UKK;

e. menetapkan hasil penilaian;

f. menetapkan Calon Anggota Dewan

g. menindaldanjuti Calon Anggota Dewan

lebih lanjut menurut Ketentuan

dan/ atau kebijakan Pemerintah.

(4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud p

Keputusan Walikota.

(l) Penunjukan Lembaga Profesional seb

ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mem

a. kemampuan keuangan Perumda Air

b. ketersediaan [rmbaga Profesional;dan

c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.

(2) Proses penunjukan Lembaga Profesional

(1), dilaksanakan

Undangan.

Pasal 27

Pasal 28

dal Dewan Pengawas yang

usaha yang dipimpin dinyatakan

litik, calon kepala daerah atau

anggota legisiatif.

sedikit beranggotakan

tinggi.

Siak memiliki komite nominasi.

Seleksi sebagaimana dimaksud

a ayat (1), bertugas:

ggota Dewan Pengawas;

Profesional untuk melakukan

;dan
Pengawas terpilih untuk diproses

Perundang-Undangan

ayat (1), ditetapkan dengan

ana dimaksud dalam Pasal 24

ertimbangkan paling sedikit

inum Tirta Siak;

ebagaimana dimaksud pada ayat

entuan Peraturan Perundang-sesuai dengan
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Pasa129

Dalam melalrukan seleksi, Panitia Seleksi mElakukan penjaringan Bakal Calon

Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 30

(1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil
penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan

memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimala dimaksud da_lam Pasal

26 huruf f, sampai dengan huruf k.

(3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas

berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2).

Pasal 3 1

(l) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdJsarkan hasil seleksi administrasi

sebagaimana dimaksud da-lam Pasal ZZ at at (S).

(2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat 1t1f aiUtsanat<an oleh:

a. tim; atau

b. Iembaga profesiona.l.

Pasal 32

(1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebaga,[mana dimaksud dalam Pasai 31

ayat (21huruf a, melibatkan konsultan p"[orurrgrrr.

(2) Tim atau l,embaga Profesional sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 3 1 ayat

(2), bertugas:

a. melaksanakan proses UKK sesuai dengim indikator penilaian UKK;

b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan

c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

(3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimada dimaksud pada ayat (2),

ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 33

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaklud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf

a, paling sedikit meliputi:

a. pengalaman mengelola perusahaan;
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b. keahlian;

c. integritas dan etika;

d. kepemimpinan;

e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemedntahan Daerah; dan
f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikagi tinggi.

Pasal 34

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling 
fedikit 

melalui tahapan:

a. psikotes;

b. ujian tertulis keahlian;

c. penulisan makalah strategi pengawasan;

d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan

e. wawancara.

Pasa-l 35

(1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota I(omisaris dapat terdiri dari unsur
independen dan unsur lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.

(2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Siak yang telah

menyelesaikan masa j abatannya;

b. pensiunan pegawai Perumda Air Minum Tirta Siak;

c. mantan Direksi Perumda Air Minum Tirta Siak; atau

d. eksternal Perumda Air Minum Tirta Siak selain sebagaimana tersebut

pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

(3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan

anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi

maupun pemegang saham.

(4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas

pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak

bertugas melaksalakan pelayalan publik.

(5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi,

pembinaan dan pengawasal BUMD.

(6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

pelayanal bagi setiap wa-rga negara da6r penduduk atas barang, jasa,

t6



dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara

pelayalan publik sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan.

Pasal 36

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengaa jumlah

Direksi.

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satul orang

anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua

Dewan Pengawas.

(4) Penentuan jumlah arlggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), dilakukart berdasarkan asas elisiensi dan efektivitas

keputusan, pengawasan, dal pembiayaan bagl kepentingan Perumda Air
Minum Tirta Siak.

Pasal 37

(1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:

a, dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang,

maka diangkat dari pejabat Pemerintah Daerah.

b. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang,

terdiri atas I (satu) oralg dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan 1

(satu) oralg dari unsur independen

c. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang,

terdiri atasl (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan 2

(dua) orang dari unsur independen;

d. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orarg,

terdiri atas 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu)

orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang dari unsur

independen.

e. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang,

terdiri atas I (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu)

orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 3 (tiga) orang dari unsur

independen.

(2) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air

Minum Tirta Siak secara selektif.
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Pasa.l 38

(1) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4), Walikota melakukan seleksi dari unsur
independen dan pejabat Pemerintah Daerah.

(2) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (3) dan ayat (5), Menteri menugaskan pejabat Pemerintah

Pusat untuk menjadi anggota Dewan Pengawas setelah seleksi sampai

bera-khirnya masa j abatan.

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan komposisi
jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 37.

(4) Seleksi pejabat Pemerintah Pusat untuk menjadi anggota Dewan Pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan

Menteri.

Pasal 39

(1) Penilaiar indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan dengan memberikan

pembobotan yang dirinci sesuai dengarr kebutuhan yang ditetapkan Panitia

Seleksi.

(2) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 33

huruf a, sampai dengan huruf d, dan huruf f, ditentukal oleh Panitia

Seleksi.

(3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

huruf e, sebesar 2Oo/. (dua puluh perseratus).

(4) Totat bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) sebesar 10O% (seratus perseratus).

(5) Klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;

b. di atas 7,5 [tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima)

direkomendasikan disarankan;

c. 7,O (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima)

direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan

d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

(6) Perhitungan penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
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Pasal 40

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Caton Anggota

Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf a, sampai dengan huruf
c.

Pasal 42

(1) Walikota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).

(2) walikota menetapkal 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih

untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah

melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Walikota terlebih

da-hulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.

(4) Walikota dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Calon

Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimarra dimaksud pada ayat (3),

untuk menetapkan Calon Anggota Dewal Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 43

Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2),

Menteri menyampaikan surat penugasan pejabat Pemerintah Pusat sebagai

Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada walikota.

Pasal 44

(1) Walikota menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada

KPM.

(2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimala dimaksud pada ayat

(1), dinyatakan lulus wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum

dialgkat sebagai Anggota Dewan Pengawas.

(3) Selain menandatangani kontrak kine{a sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat

l9

Pasal 4 1

(1) Pelaksanaaa seleksi administrasi dan UKK menghasitkan paling sedikit 3
(tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.

(2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota.



pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankal lugas dengan

baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat

atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian

tersebut.

Pasal 45

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 dilakukan dengal keputusan KPM.

Pasal 46

(1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 tidak bersamaan waltunya dengan pengangkatan anggota

Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan

kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Siak.

Pasal 47

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4

(empat) tahun dal dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa

jabatan.

(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimala dimaksud dalam Pasal 25 tidak

berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai

mainpu melaksanakan tugas dengal baik selama masa jabatannya.

(3) Peniiaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling

sedikit terhadap:

a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Siak;

b. pemberian masukan dan saral atas pengelolaan Perumda Air Minum

Tirta Siak;

c. penerapan tata ke1o1a pemsahaan yang baik;

d. antisipasi dan/ atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan

e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

(a) Dalam melakukan penilaian kemampual tugas sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (3), berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:

a. rencana bisnis;

b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Siak;

c. laporan keuangan;
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d. laporan hasil pengawasan;

e. kontrak kinerja; dan

f. risalah rapat dan kertas kerja.

(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan

Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
(6) Penandatanganaa kontrak kineg'a sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan

Pengawas.

Pasal 48

(1) Dewan Pengawas bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Siak; dan

b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
pengunrsan Perumda Air Minum Tirta Siak.

(2) Dewan Pengawas wajib:

a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan

b. membuat dan memelihara risalah rapat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan wa-likota.

Pasal 49

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila

a. meninggal dunia;

b. masa jabatan yang berakhir; dan/atau

c. diberhentikan sewaktu -wakfu.

Pasa-l 50

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewar Pengawas berakhir karena masa

jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b,

anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas

a-khir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa

jabatarrnya.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimara dimaksud pada ayat (1), wajib

melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan

paling lambat I (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk
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mernperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas

yalg berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan

tujuan tertentu atau audit tahunaa dari kantor akuntan publik kepada

KPM.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas,

pelaksanaan tugas pengawasar Perumda Air Minum Tirta Siak

dilaks anakan oleh KPM.

Pasal 51

(1) Datam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena

diberhentikan sewalrtu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat

dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b.tidal< melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undalgan

dan/ atau ketentuan anggaran dasar;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada

Perumda Air Minum Tirta Siak, negara dan/atau Daera-l.;

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yalg telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri;

f. tida-k lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas

sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dal/ atau;

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah

Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran

Perumda Air Minum Tirta Siak.

Pasal 52

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

(2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:

a. usulal pengunduran diri dari yang bersangkutal;

b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan

c. tata cara pemberhentian.
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Pasal 53

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan

Anggota Dewan Pengawas.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai
sanksi administratis berupa diberhentikal sewaktu-waktu dari jabatan

sebagai anggota Dewal Pengawas.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak
dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang

bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan

Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan

Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasa-l 54

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatar rangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Siak, badan usaha milik
negara, dan/atau badan usal-ra milik swasta;

b. pejabat lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundalg-

Undalgan; dan/atau
c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konllik kepentingan.

(2) Pelarggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai

sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan

sebagai anggota Dewal Pengawas.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak

dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari ke{a sejak yang

bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewal

Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas

atau dinyatakan berakhir.

Pasa.l 55

(1) Anggota Dewan Pengawas dengan itikad baik dan tanggung jawab

menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Siak.

(2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi

apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menja-lankan tugasnya.

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan

Pengawas yang karena kesa-lahan atau kelalaiannya menimbulkan

kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Siak kecuali anggota Dewan

Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yalg ditimbulkan
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tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah

Pasa-l 56

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), paling banyak terdiri atas:

a. honorarium;

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/ atau

d. tantiem atau insentif kinerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilal anggota Dewan Pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 57

(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oieh

Perumda Air Minum Tirta Siak.

(2) Ttrgas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk membantu

kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 58

Biaya yang diperlukan dalam rangka peiaksanaal fugas anggota Dewan

Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Siak dan dimuat

dalam rencala kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Siak.

Pasal 59

(l) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.

(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil

di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan

Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal

yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan

ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.
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Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 60

Direksi melakukan pengurus€rn terhadap perumda Air Minum Tirta Siak.

Pasal 6 1

Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Siak diangkat oleh KpM.

Pasal 62

(l) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukarr melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melalui

tahapan:

a. seleksi administrasi;

b. UKK; dan

c. wawancara akhir.

Pasal 63

(l) Walikota menugaskan Perangkat Daerah yalg membidangi pembinaan

terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Siak untuk melaporkan

kekosongaa jabatan anggota Direksi yang masa jabatatnya berakhir.
(2) Penyusunan kekosongan jabatan arggota Direksi yang masa jabatannya

berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukar paling lambat 6

(enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
(3) walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja

sejak laporan diterima oieh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-

waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap
pengurusan Perumda Air Minum Tirta Siak melaporkan kekosongan
jabatan kepada Walikota.

(5) Walikota melaporkan kekosongan jabatar sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina
Keuangan Daerah paling lama 15 (1ima belas) hari kerja sejak terjadi
kekosongal,
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Pasal 64

Untuk dapat dialgkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus

memenuhi syarat sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinaa, pengalaman, jujur, perilaku
yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaan;

c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

d. memahami manajemen perusahaan;

e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaal;
f . berrjazah paling rendah Strata 1 (S-1);

g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan

berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima

puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

i. tidak pemah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan

bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan

keuangan nega-ra atau keuangan Daerah;

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

l. tidak sedang menjadi pengunrs partai politik, calon kepala daerah atau

calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legistatif.

Pasal 65

(l) Panitia Seleksi be{umlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:

a. Perangkat Daerah; dan

b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

(2) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Siak memiliki komite nominasi,

komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

a. menentukan jadwal walrtu pelaksanaan;

b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi;

c. membentuk tim atau menunjuk lembaga Frofesional untuk melakukan

UKK;

d. menentukan formulasi penilaian UKK;

e. menetapkan hasil penilaian;
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Pasal 66

(l) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 65

ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
a. kemampual keuangan Perumda Air Minum Tirta Siak;
b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan

c. ketersediaan sumber daya manusia.

(2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undaagan.

Pasal 67

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon

anggota Direksi

Pasal 68

(1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil

penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

(2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 64 huruf f sampai dengan huruf 1.

(3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yarrg telah lulus
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengikuti UKK

Pasal 69

(1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), dilaksanakan oleh:

a. tim; atau

b. Lembaga Profesional

(2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, melibatkan konsultan perorangan,

(3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bertugas:
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f. menetapkan ca-lon anggota Direksi; dan

g. menindaldanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih
lanjut sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-Undangan

dan/atau kebijakal Pemerintah.

(4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Waiikota.



a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan

c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia Seleksi.
(4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 70

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6g ayat (3) huruf
a, pa-1ing sedikit meliputi:

a. pengalaman mengelola perusahaan;

b. keahlian;

c. integritas dan etika;

d. kepemimpinan;

e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 71

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapar:
a. psikotes;

b. ujian terbuiis keahlian;

c. penulisan makalah dan rencana bisnis;

d. presentasi maka-lah dan rencana bisnis; dan

e. wawancara.

Pasal 72

(1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 70, dilakukan dengan memberikaa pembobotan

yang dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.

(2) Tota-l bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sebesar 1 007o (seratus perseratus).

(3) Klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;

b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima)

direkomendasikan disarankan;

c. 7,0 (tujuh koma no1) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima)

direkornendasikan disarankan dengaa pengembangan; dan

d. Dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
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(4) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud
pada ayat (i), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 73

(l) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal ZO ayat (1) huruf a, yaitu
Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam
pengurusan organisasi.

(2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan
paling sedikit:

a. Komunitas Intelijen Daerah; datlatau
b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 75

(l) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3
(tiga) atau paling baayak 5 (iima) calon anggota Direksi.

(2) Panitia seleksi menya-rnpaikan nama calon arggota Direksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota.

Pasal 76

(1) Walikota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon

anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2).

(2) Walikota menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih untuk masing-

masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancata akhir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Walikota terlebih dahulu

menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.

(4) Walikota dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur

Utama Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk menetapkan

Calon anggota Direksi terpilih lainnya.
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Pasa]74

Bakal Ca-lon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi

yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaiarr sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a sampai dengaa huruf c.



Pasal 77
(1) Walikota menyerahkan calon anggota Direksi terpilih kepada KpM.
(2) Calon anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum dia,gkat sebagai
anggota Direksi.

(3) selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang
berisi kesanggupal untuk menjalankan tugas dengal baik,
diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses

sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

bersedia

hukum

Pasa] 78

Pengangkatan calon anggota Direksi terpitih dilakukan dengan keputusan
KPM.

Pasal 79

(1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6g tidak
berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yalg dinilai mampu
melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit memenuhi kriteria:

a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja

dan Anggaran Pemmda Air Miaum Tirta Siak;

b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau

mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualiaa;

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dart

d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
(3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (2), berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:

a. rencana bisnis;

b. rencara ke{a dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Siak;

c. Iaporan keuangan;

d. laporan hasil pengawasan; dan

e, kontrak kineg'a.

(4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
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(5) Penaadatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 8O

(l) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan pa-ling lama 5 (lima) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan, kecuali:
a. ditentukan lain sesuai denga, Ketentuan peraturan perundang-

Undangan; dan

b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi
yarrg sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

(2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang
dimal<sud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memenuhi kriteria:
a. melampaui target rea_hsasi terhadap rencana bisnis serta rencana keq'a

dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Siak;

b. opini audit atas laporan keuangal Perumda Air Minum Tirta Siak
minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
di akhir periode kepemimpinan;

c. selurrh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan

d. terpenuhinya target dalarn kontrak kinerja sebesar 100%o (seratus

perseratus) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 81

(l) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Tirta Siak ditetapkan
oleh KPM.

(2) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Tirta Siak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pa-ling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5
(lima) orang.

(3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilakukar berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengumsan perumda

Air Minum Tirta Siak.

(4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Pasal 82

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta
Siak ditetapkan dalam anggaran dasar.
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Pasal 83

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir; dal/atau
c. diberhentikan sewaktu-walrhr.

Pasal 84
(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya

berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal g3 huruf b, anggota Direksi
wajib menyampaikan laporan pengunrsan tugas akhir masa jabatan paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan
sisa pela-ksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat
1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan lapora, pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Dewal Pengawas wajib menyampaikan penilaian
dan rekomendasi atas kinerja Direksi.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta penilaian dan
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar
pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan alggota
Direksi.

(5) Laporan pengumsan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang
berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan
tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan
kepada KPM.

Pasal 85

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi bera_khir karena diberhentikan
sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud da_lam pasal 83 huruf c,

pemberhentiar dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan
secara sah, anggota Direksi yang bersalgkutan:

a. tidak dapat melaksanatan tugas;

b.tida-k melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangar

dan/ atau ketentuan anggaran dasar;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada



Perumda Air Minum Tirta Siak, negara, dan/atau Daera_h;

d. dinyatakan bersalah dengan putusal pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangal; dan/atau
g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah

Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran
Perumda Air Minum Tirta Siak.

Pasal 86

(1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Siak diberhentikan oteh KpM.
(2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:

a. usulan pengunduran diri dari yangbersangkutan;

b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan

c. tata cara pemberhentian.

Pasal 87

(l) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan
usaha milik swasta;

b. jabatan lainnya sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-

Undangan; dan/atau
c, jabatan lain yang dapat menimbulkan konltik kepentingan.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai
sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan

sebagai anggota Direksi.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak
dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang

bersalgkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi,
jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasa-l 88

(1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan
tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Siak.

(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila
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yang bersangkutan bersa-lah atau talai menjalankan tugasnya sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPM dapat mengajuka, gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi
yang karena kesalahan atau kela-raiannya menimbulkan kerugian pada
Perumda Air Minum Tirta siak kecuali anggota Direksi yang bersaagkutan
mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut darl disetorkan ke rekening
Kas Umum Daerah.

Pasa] 89
(1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta siak ditetapkan oleh

KPM.

(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
banyak terdiri atas:

a. gaji;

b. tunjanga-n;

c. fasilitas; dan/ atau

d. tantiem atau insentif pekerjaaa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), diatur da_lam Peraturan Walikota.

Pasal 90

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat

Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi
yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang

dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan

ketidak setujuan anggota Direksi.

Pasal 9 1

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi,
pelaksanaan tugas pengumsan Perumda Air Minum Tirta Siak
dilaksanakan oleh Dewal Pengawas.

(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari interna1 perumda Air
Minum Tirta Siak untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai

dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh
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Pasal 92

(l) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Sia-k,

apabila:

a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Siak

dengan anggota Direksi yarrg bersangkutan; dan/atau
b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang

bertentangan dengan kepentingan perusahaan umum Daerah.

(2) Dalam hai teq'adi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang

berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Siak, yaitu:

a. anggota Direksi lainnya yalg tidak mempunyai benturan kepentingan

dengan Perumda Air Minum Tirta Siak;

b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai

benluran kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Siak; atau
c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi

atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan

Perumda Air Minum Tirta Siak.

Paragraf 1

Informasi Pelaksanaan Seleksi

Pasa-l 93

(l) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi

Calon anggota Dewal Pengawas dan anggota Direksi melalui media massa

lokal/nasional dan/atau elektronik.

(2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat datam

laman Pernerintah Daerah dan/atau laman Perumda Air Minum Tirta Siak.

(3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling sedikit:

a. penj aringan;

b. hasil seleksi administrasi; dan

c. hasil UKK.
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anggota Dewan Pengawas, pengurusan penrmda Air Minum Tirta Siak
dilaksanakan oleh KPM.

(4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal perumda Air Minum Tirta Siak
untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan perumda Air Minum
Tirta Siak sampai dengan pengangkatan anggota Dewan pengawas dan
anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.



Paragrat 2

Pendanaan

Pasal 94

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan pengawas dan anggota Direksi
pada Perumda Air Minum Tirta Siak dibebankan pada ApBD.

Bagran Keempat

Pegawai

Pasal 95

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Siak merupakan pekerja perumda Air
Minum Tirta Siak yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan
kewajibannya ditetapkan berdasarkan peq'anjian kerja sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai

ketenagakerjaan.

Pasal 96

(l) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Siak memperoleh penghasilan yang adil
dan layak sesuai dengan beban peke{aan, tanggung jawab, dan kinerja

(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Siak
sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta
Siak.

(3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Siak paling banyak
terdiri atas:

a. gaji;

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/atau
d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum
Tirta Siak diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 97

Perumda Air Minum Tirta Siak wajib mengikut sertakan pegawai perumda

Air Minum Tirta Siak pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua,
dan jaminan sosiallainnya sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-

Undangan.
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Pasal 98

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, perumda Air Minum Tirta
Sia-l< melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 99

Pegawai Perumda Air Minum Tirta siak dilarang menjadi pengurus partai
poiitik.

BAB X

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN

KOMITE LAINNYA

Bagan Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 100

(1) Perumda Air Minum Tirta Siak membentuk satuan pengawas intern yang
merupakan aparat pengawas intem perusahaan.

(2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

(3) Pengangkatan kepa-la satuan pengawas intern sebagaimana dima-ksud
pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan

Pengawas.

Pasal 101

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional
dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Siak menilai pengendalian,

pengelolaan, darl pelaksanaErnnya pada Perumda Air Minum Tirta Siak,

dan memberikal saran perbaikan;

b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan

tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a
kepada Direktur Utama; dan

c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 102

(l) Satuan pengawas intem memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas
kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan pengawas.
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(2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung

kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

Pasal 103

(l) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intem

kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam

rapat Direksi.

(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang

diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan

hasil pemeriksaan yarg dibuat oleh satuan pengawas intem.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intem wajib menjaga

kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta

Siak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing- masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite LainnYa

Pasal 105

(l) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang

bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam

melaksanakan tugas pengawasal.

(2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan

Pengawas.

(3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan

pengawas intern.
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Pasal 1O6

Komite audit mempunyai tugas:

a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem

pengendalian intern dan efeli:tivitas pelaksanaan tugas eksterna.l auditor;

b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yarrg dilaksanakan oleh

satuan pengawas intem maupun auditor eksternal;

c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian



manaj emen serta pelaksanaannya;

d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap

sega-la informasi yang dikeluarkan perusahaan;

e. melakukan identifikasi terhadap ha1 yang memerlukan perhatian Dewan

Pengawas; dal
f. melaksanakan tugas lain yalg terkait dengan pengawasan yarrg diberikan

oleh Dewan Pengawas.

Pasal 107

(1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Siak tidak mampu
membiayai pelaksanaan tugas komite arrdit dan komite lainnya,
Perumda Air Minum Tirta Siak tersebut dapat tidak membentuk
komite audit dan komite lainnya.

(2) Dafam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainya dengan

pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit

dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 1O8

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan

komite lainnya diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran Perumda

Pasal 109

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit

memuat:

a. eva-luasi hasil rencana bisnis sebelumnya;

b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Siak saat ini;
c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan

d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas

untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas
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disampaikan kepada KpM untuk mendapatkan pengesahan.
(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupa-kan dasar

perjanjian kontra_k kinerja.
(6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (41, disampaikan kepada

Walikota.

Pasal 110

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggar€rn yalg merupakan
penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit memuat rencana rinci program ke4'a dan anggaran tahunan.

(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan
Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani
bersama.

(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan
Pengawas disampaikan kepada KpM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasa-l 1 1 I
Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan
anggar€rn Perumda Air Minum 'Tirta Siak" diatur datam peraturan walikota.

Bagiaa Kedua

Standar Operasional Prosedur, Tata Kelola, pengadaan Barang dan Jasa,

Kerjasama dan pinjaman

Pasal 112

(l) operasional Perumda Air Minum Tirta siak dilaksanakaa berdasarkan
standar operasional prosedur.

(2) standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh
Dewan Pengawas,

(3) standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara
berkesinambungan.

(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling
sedikit memuat aspek:

a, organ;

b. organisasi dan kepegawaian;

c. keuangan;
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d. pelayalan pelanggan;

e. resiko bisnis;

f. pengadaan barang dan jasa;

g. pengelolaan barang;

h. pemasaran; dan

i. pengawasan.

(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus
sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air
Minum Tirta Siak.

(6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 113

(1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Siak dilaksanakan sesuai dengan

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri atas prinsip:

a. transparansi;

b. akuntabilitas;

c. pertanggungiawaban;

d. kemandirian; dan

e. kewajaran.

(3) Penerapan tata kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada

ayat l2), bertujuan untuk:

a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Siak;

b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Siak agar memiliki daya

saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Siak secara

profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan

meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Siak;

d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Siak dalam membuat

keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi

dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, serta

kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Siak

terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di

sekitar Perumda Air Minum Tirta Siak;
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e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Siak dalam

perekonomian nasiona-l; dan

f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi

nasional.

(4) Tata Kelo1a Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

(5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2

(dua) tahun setelah Perumda Air Minum Tirta Siak didirikan'

Pasal 114

(1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Siak dilaksanakan

memperhatikan prinsip efi siensi dan transparansi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air

Minum Tirta Siak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam

Peraturan Walikota.

Pasal 115

(1) Perumda Air Minum Tirta Siak dapat melakukan kerja sama dengan pihak

1ain.

(2) Kerja sarna sebagaimala dimaksud pada ayat (1), harus saling

menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah,

masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama'

(3) pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta siak dengan pihak lain

merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal

perusahaan.

(4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki

Perumda Air Minum Tirta Siak, kerja sama dimaksud dilakukan melalui

kerja sama operasi.

(5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku

ketentuan:

a. disetujui oleh KPM;

b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta siak 3 (tiga) tahun terakhir

dalam keadaal sehat;

c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda

Air Minum Tirta Siak yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
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(6) Perumda Air Minum Tirta Siak memprioritaskan kerja sama dengan BUMD

milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama

Daerah.

(7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air

Minum Tirta Siat untuk melaksanakan kerja sama.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum Tirta Siak

diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 1 16

(l) perumda Air Minum Tirta siak dapat melakukan pinjaman dari lembaga

keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana

lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi'

(2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

mempersyaratkan jaminan, aset Penrmda Air Minum Tirta Siak yang

berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan

pinjaman.

(3)Dalamha]PerumdaAirMinumTirtaSiakmelakukanpinjaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah Daeral., tidak

dipersyaratkan j aminaa'

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Tirta Siak

sebagaimana dimaksud pada ayat (i), diatur dalam Peraturan walikota'

Bagian Ketiga

Pelaporan Dewan Pengawas, Pelaporan Direksi dan Laporan Tahunan

(1) Laporan Dewal

ta-hunan.

Pasal 117

Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan

(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan

kepada KPM.

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan

palinglambat30(tigapuluh)harikerjasetela}rakhirtriwulanberkenaan.

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan

palinglambatgO(sembilanpuluh)harikerjasetelahtahunbukuPerumda

Air Minum Tirta Siak ditutuP '
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(5) Laporan taleunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh

KPM.

(6) Dalam ha1 terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disebutkan

alasannya secara tertulis.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dal
penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasa-l 1 18

(1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Siak terdiri dari laporan

bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang

disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas

laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang

ditandatangarri bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

(4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3), disampaikar kepada KPM.

(5) Laporan tahunarl sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh

KPM pa"ling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling

lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), disahkan oleh KPM.

(7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan

alasannya secara tertulis.

(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan

kepada Wa,likota.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi

laporan tahunan Direksi sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), diatur

dalam Peraturan Walikota.
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Pasal 119

(1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Tirta Siak paling sedikit
memuat:

a. laporan keuangan;

b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Siak;
c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi

kegiatan usal-ra Perumda Air Minum Tirta Siak;

e. laporan mengenai tugas pengawasar yang telah dilaksanakan oleh

Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;

f. nama anggota Direksi dan anggota Dewaa Pengawas; dan
g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun

yang baru lampau.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling

sedikit memuat:

a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan

dengan tahun buku sebelumnya;

b. Iaporan laba rr- gi dari tahun buku yang bersangkutan;

c. laporan arus kas;

d. laporan perubahan ekuitas; dan

e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XII

PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu

Penggunaan Laba

Pasal 120

(1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Siak diatur dalam anggaran

dasar,

(2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Siak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), digunakan untuk:

a. pemenuhan dana cadangan;

b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayaaan umum,
pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Siak

yang bersangkutan;

c. dividen yang menjadi hak Daerah;
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d. tantiem untuk anggota Direksi dal Dewan pengawas;

e. bonus untuk pegawai; dan/atau;
f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan Ketentuan peraturarr

Perundang-Undangan.

(3) KPM memprioritaskan penggunaaan laba perumda Air Minum Tirta siak
untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum,
pelayanan dasar, darl usaha perintisan perumda Air Minum Tirta Siak
yang bersangkutan setelah dana cadaagal dipenuhi.

(4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Siak ditetapkan setiap
tahun oleh KPM.

Pasal 121

(1) Perumda Air Minum Tirta Siak wajib menyisihkan jumlah tertentu dari
laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (t), wajib
dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20%

(dua puluh perseratus) dari modal Perumda Air Minum Tirta Siak.

(3) Kewajiban penyisihan dana cadalgan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), berlaku apabila pemsahaan umum Daerah mempunyai saldo laba yang
positif.

(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 2Oo/o (dua puluh perseratus) dari
Perumda Air Minum Tirta Sia_k halya dapat digunakan untuk menutup
ken-r.gian Perumda Air Minum Tirta Siak.

(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 2Oo/o (dua puluh perseratus),

KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut

digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Siak.

(6) Direksi harus mengelola dana cadalgan agar dana cadangan tersebut

memperoleh laba dengan cara yarrg baik dengan memperhatikan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,

(71 Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadalgan dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi.

Pasal 122

Dividen Perumda Air Minum Tirta Siak yang menjadi hak Daerah merupakan
penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.
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Pasal 123

(1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan pengawas serta bonus untuk pegawai

paling tinggi 5o/o (lirna perseratus) dari laba bersih setelah dikurangi untuk
dana cadangan.

(2) Pemberian taltiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perumda Air
Minum Tirta Siak dianggarkal dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 124

Jika perhitungan laba rugi pada suafu tahun buku menunjukkan adanya
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan da,a cadangan, kerugian tersebut
tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Siak darr dianggap
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya
terlutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagtan Kedua

Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 125

(1) Perumda Air Minum Tirta Siak melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

(2) Penggunaan laba untuk talggung jawab sosial dan lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk keperluan
pembinaal usaha mikro, usaha kecil, koperasi, dan pelestarian

lingkungan.

Bagial Ketiga

Psrnfagran Laba

Pasa-1 126

(1) Laba bersih Perumda Air Minum Tirta Siak setelah diperhitungkal
ditetapkan oleh KPM sesuai ketentuan anggaran dasar dan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Besararl pembagial Laba Perumda Air Minum Tirta Siak sebagaimara

dimaksud dalam Pasa-l 120 sampai Pasal 125 ditetapkan dengan Peraturan

WaIikota.

(3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disetorkan ke Kas

Daerah pada penerimaan APBD pada tahun anggaran berikutnya.
(4) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

ditempatkan di Perumda Air Minum Tirta Siak.
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(5) Cadangan T\rjuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c,

ditempatkan di Perumda Air Minum Tirta siak dan dapat dialihkan
menjadi modal disetor atas persetujuan Walikota.

(6) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan
kepada pihak terkait pengelola perumda Air Minum Tirta siak sebagai
imba.l jasa.

(7) Darra Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ huruf e,

dialokasikan untuk program pendidikan yang berkaitan dengan pekerjaan
bagi pengelola Perumda Air Minum Tirta Siak.

(8) Dana pesangon dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f,
dialokasikan untuk pesangon dan pensiun serta jaminan hari tua pegawai
Perumda Air Minum Tirta Siak. Da,,a sosial dan sumbanga, sebagaimana
dimal<sud pada ayat (2) huruf g, dikelola oleh perumda Air Minum Tirta
Siak dan penggunaannya atas persetujuan Dewan pengawas.

BAB XIII

ANAK PERUSAI{AAN

PaseJ 127

(1) Perumda Air Minum Tirta Siak dapat membentuk anak perusahaan.
(2) Dalam membentuk anak perusahaan, perumda Air Minum Tirta Sia_k

dapat bermitra dengan:

a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

(3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi
syarat:

a' iaporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akunta,
publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan
pengecualian;

b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oieh kantor akuntan
publik dalam 1 (satu) tahun teralhir;

c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
d' perusahaa, mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai

paling sedikit sebesar 2\oh (dua puluh lima perseratus) yang dihitung
secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.

(4) Pembentukan anak perusahaal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

harus memenuhi persyaratan :
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a. disetujui oleh I(PM;

b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh perseratus) dan sebagai
pemegang saham pengendali;

c. laporal keuangal Perumda Air Minum Tirta siak 3 (tiga) tahun terakhir
dalam keadaan sehat;

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari perumda

Air Minum Tirta Siak yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
(5) setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan

kepemilikan saham Perumda Air Minum Tirta siak di anak perusahaan
dilakukan dengan persetujuan oleh KpM.

BAB XIV

PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDAAIR MINUM

TIRTA SIAK

Pasal 128
(l) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada perumda

Air Minum Tirta siak untuk mendukung perekonomian Daerah dan
menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap
memperhatikan maksud dan tujuan perumda Air Minum Tirta Siak.

(2) setiap penugasarl sebagaimana dimaksud pada ayat (r), dikaji bersama
oleh pemberi penugasan dan perumda Air Minum Tirta siak sebelum
mendapatkan persetujuan dari KpM.

(3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung
dengan pendanaan.

(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
a. penyertaan modal Daerah;

b. subsidi;

c. pemberian pinjaman; dan/atau
d. hibah.

(5) Perumda Air Minum Tirta siak yang meraksanakan penugasan harus
secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan
tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha
perusahaan.

(6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan
kepada KPM.
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(7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
(8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan

Peraturan Walikota.

BABXV
EVALUASI, RESTRUKTURISASI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagran Kesatu

Evaluasi

Pasal 129

(1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Siak dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dan realisasi.

(2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Siak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:

a. Perumda Air Minum Tirta Siak;

b. Pemerintah Daerah; dan/atau

c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:

a. penilaian kinerl'a;

b. penilaian tingkat kesehatan; dan

c. penilaian pelayanan.

Pasal 130

(1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja perumda Air
Minum Tirta Siak.

(2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh perumda Air
Minum Tirta Sial< dan disampaikan kepada KPM.

(3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Siak menjadi dasar
eva-luasi Perumda Air Minum Tirta Siak.

(4) Walikota menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri
Dalam Negeri.
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Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi perumda Air Minum Tirta siak
diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagiaa Kedua

Restrukturisasi

Maksud Dan Tlrjuan Restrukturisasi, Cakupan Restrukturisasi

Pasal 132

(1) RestruL:turisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan perumda

Air Minum Tirta Siak agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel,
transparan, darr professional.

(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Tirta Siak;
b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan

Daerah; dan/ atau

c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada
konsumen.

(3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap
Perumda Air Minum Tirta Siak yang terus menerus mengalami kerugian
dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha perumda Air
Minum Tirta Siak.

(4) Restrulrhrrisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilaksanakan
dengan memperhatikan elisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 133

(1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/ atau restrukturisasi
perusahaan.

(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
melaiui:

a. restrukturisasi internal yang mencakup keualgan, manajemen,

operasional, sistem, dan prosedur; dan

b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan perumda

Air Minum Tirta Siak untuk menetapkan arah dajam rangka
pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

(3) Ketentuan lebih laljut mengenai restruklurisasi sebagaimana dima-ksud
pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.
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Bagian Ketiga

Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 134

(1) Perumda Air Minum Tirta siak dapat melakukan perubahan bentuk
hukum.

(2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dalam
rangka mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Siak dan
restrukturisasi.

(3) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta siak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah perubahaa menjadi perusahaan perseroan
Daerah.

(4) Perubahan benfuk hukum Perumda Air Minum Tirta Siak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan perda.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum perumda

Air Minum Tirta Siak diatur dalam Peraturan Walikota.

BAII XVI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN,

PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 135

(1) Penggabungan dan peleburan dilakukan terhadap perumda Air Minum
Tirta Siak dengan BUMD lain.

(2) Perumda Air Minum Tirta Siak dapat mengambil alih BUMD dan/atau
badan usaha lainnya.

Pasal 136

(1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Siak ditetapkan dengaa perda.

(2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Siak yang dibubarkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Kekayaan Daerah hasil pembubaral Perumda Air Minum Tirta Siak
dikembalikan kepada Daerah.
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Pasal 137

Penggabungan, peleburan, pengambilalihaa, dan pembubaran perumda Air
Minum Tirta Siak dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian
tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Siak.

Pasal 139

(1) Dalam hal terjadi pengambilalihan dan pembubaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 137, maka Barang Milik Daerah dikembalikan
menjadi kekayaan yang tidak dipisahkan.

(2) Pengembalian atas Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksarakan setelah terlebih

dahulu dilakukan audit.

(3) Tata cara audit dan pengembalian atas Barang Milik Daera-h sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan.

BAI} XVII

KEPAILITAN

Pasal 140

(1) Perumda Air Minum Tirta Siak dapat dinyatakan pailit sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Siak hanya dapat mengajukan

permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Tirta Siak

dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Walikota dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesa-lahan atau kela-laian Direksi dan
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Pasal 138

(1) Dalam hal tedadi penggabungan dan peleburarr sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 135, maka Barang Milik Daerah dia_kui sebagai penyertaan
moda-l Pemerintah Daerah.

(2) Besaran penyertaan modal Pemerinta-h Daerah dalam bentuk Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan
hasilpenilaian.

(3) Tata cara penilaian dan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada Ketentuan peraturan perundang-

Undangan.



kekayaan Perumda Air Minum Tirta Siak tidak cukup unfuk menutup
kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung
jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku juga bagi
anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima)

tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Siak dinyatakan pailit.
(5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena

kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal l4l
(l) Dalam hal aset Perumda Air Minum Tirta Siak yang dinyatakan pailit

dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah

Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar
masyarakat tanpa mengubah tujuan da-n fungsi aset yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil a_lih yang

dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan
dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVIII

DASAR KEBIJAKAN PENE*IAPAN TARIF

Pasal 142

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:

a. keterj angkauan dan keadilan;

b. mutu pelayanan;

c. pemulihan biaya;

d. eflsiensi pemakaian air;

e. perlindungan air baku; dan

f. transparansi dan akuntabilitas.
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Pasal 143

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Tarif Air Minum diatur dalam
Peraturan walikota dengan berpedoman pada Ketentua-n peraturan

Perundang-Undangan.

BAI} XD(

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagran Kesatu

Pembinaan

Pasal 144

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan perumda

Air Minum Tirta Siak.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (t), dilaksanakan oleh:

a. Sekretaris Daerah;

b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan

teknis BUMD; darr

c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan

atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 145

Sekretaris Daerah sebagaimana dimalsud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf a,

melaksanal<an pembinaan terhadap pengumsan Perumda Air Minum Tirta
Siak pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasa-l 146

(1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis

BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf b,

mempunyai tugas melakukan:

a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;

b. pembinaan kepengurusan;

c. pembinaan pendayagunaan aset;

d. pembinaan pengembangan bisnis;

e. monitoring dan evaluasi;

f. administrasi pembinaan; dan

g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
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(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi
pembinaan tel<rlis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada perangkat

Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 147

(1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta siak dilakukan untuk
menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (l), dilakukan oleh pengawasan
internal dan pengawasan eksternal.

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh
satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (21, dilakukan oleh:
a. Pemerintah Daerah;

b. Menteri untuk pengawasal umum; dan

c, Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian
untuk pengawasan teknis.

(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah
yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 148

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan perumda Air
Minum Tirta Siak diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasa-l 149

Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 144
ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah
yang melaksanakan fungsi pengawasan.
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BAB XX

DANA PENSruN

Pasal 150

(1) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta siak wajib diikutsertakaa
pada program pensiun ya,g diselenggarakan oleh Dana pensiun pemberi

Kerja atau Dala Pensiun Lembaga Keuangan.
(2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastial maafaat bagi
Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Tirta siak sesuai Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XxI
ASOSIASI

Pasa.l 15 1

(1) Perumda Air Minum Tirta Siak wajib menjadi anggota persatuan

Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).

(2) Keanggotaan Perumda Air Minum Tirta Siak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), tunduk dan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku
pada PERPAMSI dan Ketentuan Peraturan perundang-Undangan.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 152

(1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direkhrr yang telah ditetapkan
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

(2) Dewan Pengawas dan Direktur yang telah diangkat sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk
dalam periodesasi sebagaimana dimaksud da-lam pasal 47 dat pasa.l g0.

(3) Periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan
sebagai Dewan Pengawas dal Direktur sesuai dengan Ketentuan peraruran

Perundang-Undangan.

(4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lamanya
waktu masa menjabat bagi Dewan pengawas, Direkhrr sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
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Pasal 153

(1) Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta siak yang diangkat dan/atau
perubahan status kepegawaiannya ditetapkan sebeium berla_kunya
Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai pegawai sampai dengan
beriakunya Ketentuan Peraturan perundaag-Undangan mengenai
kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan Daerah ini.

(2) Pemberlakuan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

termasuk juga terkait dengan penghasilan, cuti, penghargaan dan tanda
jasa, kewajiban dan larangan serta ketentuan mengenai pelanggara, dan
pemberhentian berdasarkal Ketentuan peraturan perundang-Undangan

yang menjadi dasar pengangkatan dan/atau perubahan status
kepegawaiannya.

Pasal 154

Aset dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak yang
diperoleh dari kegiatan usaha dan kegiatan non usaha maupun hutang dan
modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai aset
dan kewajiban Perusahaan, sampai dengan ditetapkannya pembentukan
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Siak, berdasarkan ketentuan
Peratural Daerah ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 155

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pendirian perusahaan Daerah Air
Minum Kotamadya Dati II Pekanbaru, dicabut dan dinyatakan tidak
beriaku.

(2) Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1997 sebagaimana

dimal<sud pada ayat (1) maka Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya

Dati II Pekanbaru berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Siak
(Perumda).
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Pasal 156

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru.

pada tanggal 26 Juli 2O2l

UIALIKOTA PEKANBARU,

ttd.
FIRDAUS

Diundangkan di Kota Pekanbaru

pada tanggal 26 Juln 2O2l

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.
MT'HAMMAD JAUIL

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2O2T NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI

RIAU; NOMOR URUT PERDA (r.23.c/202rl.

sesuai dengan aslinya

GIAN HUKUM,

*
AT

H

SEXR
DA

91226200009 1001
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA PEKANBARU

UMUM.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang

Badan Usaha Milik Daerah telah mengamaaatkan penyesuaian atas

bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah, baik yang berbentuk

Perseroan Terbatas Daerah maupun Perusahaan Umum Daerah. Selain

dari pada itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang- Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penJrusunan

kembali Peraturan Daerah guna mengisi kekosongan hukum terkait

pengaturan mengenai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak.

Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum

pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak antara lain,

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak sebagai Badan Usaha

Milik Daerah dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu

birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki

reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak

Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap

Badan Usaha Milik Daerah, serta ketidakjelasan artara menghasilkan

prolit dan di sisi iain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap

masyarakat dapat menyebabkan Badan Usaha Milik Daerah tidak fokus

terhadap misi utamanya.

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran Badan

Usaha Milik Daerah dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam

sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana

pelayanan publik, penyeimbang kekuatal pasar, dan turut membantu

pengembalgan usaha kecil dan menengah. Perusahaan Daerah Air

Minum Tirta Siak sebagai Badan Usaha Milik Daerah tertentu juga dapat

berfungsi sebagai salah satu penyumbalg bagi penerimaan Daerah, baik

dalam bentuk pajak, dMden, maupun hasil Privatisasi.
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Perusahaal Daerah Air Minum Tirta Siak sebagai Badan Usaha

Milik Daerah merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki

oleh Daerah, yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat

bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya,

menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang

dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat

sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan Tata

Kelola Perusatraan Yang Baik. Peraturan Daerah ini mengatur antara lain

kewenangan Walikota pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta

Siak" sebagai Badan Usaha Milik Daerah, pendirian, moda1, organ dan

kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit, perencanaan,

operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik,

pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba,

anak perusahaar, penugasan pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air

Minum Tirta Siak sebagai Badan Usaha Milik Daerah, evaluasi,

Restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan Privatisasi,

penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak sebagai Badan Usaha Milik

Daerah, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-

lain seperti pengaturan mengenai asosiasi Perusahaan Daerah Air Minum

Tirta Siak sebagai Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Perusahaan

Umum Daerah Tirta Siak ini, maka Peratural Daerah Nomor 12 Tahun

7997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya

Dati II Pekanbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II, PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas.
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Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "memperoleh laba dan/ atau
keuntungan" adalah merupakan salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah dengan berpedoman pada asas dan
prinsip ekonomi.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasa-l 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan APBD meliputi proyek APBD yang

dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Siak danlatatt
piutang Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Siak yang

dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" adalah

pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk
penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum

Tirta Siak.
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Ayat (s)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" adalah pinjaman

yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank

sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangal.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah

penambahanmodaldisetor yangberasaldaricadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset"

adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya

nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih

dari penjualal saham dengal nilai nominat:ya.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasa-l 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Air

Minum Tirta Siak harus disesuaikan dengan jenis

penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan Perumda Air

Minum Tirta Siak.
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Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (s)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (71

Yang dimaksud dengan "rencarta bisnis Perumda Air Minum

Tirta Siak adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling

singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut bussirrcss plan.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Diputuskan oleh KPM dalam kondisi peristiwa hukum

antara lain penggabungan, kemitraan atau pailit'

Ayat (21

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Yang dimkasud dengan "dilarang memiliki hubungan keluarga

sampai derajat ketiga" adalah dilarang mempunyai hubungan

sebagai orangtua termasuk mertua, anak kandunglan* bawaan

istri/ suami/ anak angkat, menatu, saudara kandung, ipar dan

suami/istri. Sedangkan untuk yang timbul karena perkawinan

berlaku tidak surut kecua-li untuk jabatan sebelumnya.
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Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga

lembaga Pemerintah atau swasta

dibidangnYa.

profesional" adalah

yang berkompeten

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

CukuP Jelas.

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota

Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan

anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari teq'adinya

kekosongan kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Siak'

Ayat (3)

Cukup Jelas'

Ayat (4)

CukuP Jelas.

Ayat (s)

CukuP Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

65



Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasa-l 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas'

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasa-l 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasa,l 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.
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Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 5O

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.
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Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasa.1 79

Cukup Jelas.

Pasal 8O

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.
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Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasai 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas'

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas'

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasai 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

CukuP Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasa-l 99

Cukup Jelas.
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Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan usatuan pengawas intern" adalah

unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan

jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas

pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi

manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan filat (ualue)

dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan

peningkatan investasi manajemen resiko, pengendalian, dan

tata kelola perusahaal. Bentuk satuan pengawas intem

menyesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan'

misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern

dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

CukuP Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas'
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Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup Jelas'

Ayat (2)

Hurufa
Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah

keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan

keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkal

informasi yang relevan mengenai perusahaan'

Huruf b

Yarrg dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah

kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungiawabal

organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara

efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungiawaban"

adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan

terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip

korPorasi Yang sehat'

Hurufd
Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" ada-lah

keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional

tanpa benturan kepentingan dal pengaruh/tekanan dari

pihak manapun yang ddak sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan dan prinsip korporasi

yang sehat'
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Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaraa" adalah

keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak
pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul
berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan-

undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat

manual pengurus (board manuaf , manual manajemen risiko,

sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern,

mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD

yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan

pedoman perilaku elika (code of conduct),

Ayat (s)

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasa-l 1 19

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas.

72



Pasd 124

Cukup Jelas.

Pasal 125

Cukup Jelas.

Pasal 126

Cukup Jelas.

Pasal 127

Cukup Jelas.

Pasal 128

Cukup Jelas.

Pasal 129

Cukup Jelas.

Pasal 130

Cukup Jelas.

Pasal 131

Cukup Jelas.

Pasal 132

Cukup Jelas.

Pasal 133

Cukup Jelas.

Pasa.l 134

Cukup Jelas.

Pasal 135

Cukup Jelas.

Pasa-l 136

Cukup Jelas.

Pasal 137

Cukup Jelas.

Pasal 138

Cukup Jelas.

Pasal 139

Cukup Jelas.

Pasal 140

Cukup Jelas.

Pasal 141

Cukup Jelas.
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Pasd 142

Cukup Jelas.

Pasal 143

Cukup Jelas.

Pasal 144

Cukup Jelas.

Pasal 145

Cukup Jelas.

Pasal 146

Cukup Jelas.

Pasal 147

Cukup Jelas.

Pasal 148

Cukup Jelas.

Pasal 149

Cukup Jelas.

Pasal 150

Cukup Jelas.

Pasal 151

Cukup Jelas.

Pasal 152

Cukup Jelas.

Pasal 153

Cukup Jelas.

Pasa-l 154

Cukup Jelas.

Pasal 155

Cukup Jelas.

Pasal 156

Cukup Jelas.
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